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WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Priorotas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah  Daerah  bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 bulan Oktober
tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran
2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4535)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya



Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950,
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Menetapkan :

dan
WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Surabaya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Walikota adalah Walikota Surabaya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya  disingkat = APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah Rp 10.604.933.564.199,00
Belanja Daerah Rp 11.304.891.467.475,00
Defisit Rp (699.957.903.276,00)
Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp 759.957.903.276,00
2. Pengeluaran Rp 60.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 699.957.903.276,00

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp O



Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp 10.604.933.564.199,00 (sepuluh
triliun enam ratus empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga
juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan
puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah; dan

b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 6.595.913.464.686,00 (enam triliun lima ratus
sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta
empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan
puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
dan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.125.303.235.634,00
(lima triliun seratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga
juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh
empat rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.737.274.643,00
(empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga
puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam
ratus empat puluh tiga rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 222.512.698.894,00 (dua ratus
dua puluh dua miliar lima ratus dua belas juta enam
ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus
sembilan puluh empat rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 810.360.255.515,00 (delapan ratus sepuluh miliar
tiga ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu
lima ratus lima belas rupiah).



(1)

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b direncanakan Rp. 4.009.020.099.513,00 (empat
triliun sembilan miliar dua puluh juta sembilan puluh
sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
2.568.523.030.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh
delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga puluh
ribu rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 1.440.497.069.513,00 (satu triliun empat ratus empat
puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam
puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp 11.304.891.467.475,00 (sebelas triliun seratus
sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta
seratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh lima
rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.
C.
d.

(1)

Belanja operasi;
Belanja modal,
Belanja tidak terduga; dan

Belanja transfer.

Pasal 7

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a  direncanakan sebesar Rp.
8.674.586.113.431,00 (delapan triliun enam ratus tujuh
puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta
seratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh satu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.



(2)

(2)

(3)

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 2.786.458.797.519,00
(dua triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar empat
ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh
tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 5.444.798.389.433,00 (lima triliun empat ratus empat
puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan
juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus
tiga puluh tiga rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 340.141.820.479,00
(tiga ratus empat puluh miliar seratus empat puluh satu
juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh
puluh sembilan rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.187.106.000,00
(seratus tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta
seratus enam ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran  belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 2.592.055.354.044,00 (dua triliun lima ratus sembilan
puluh dua miliar lima puluh lima juta tiga ratus lima
puluh empat ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

c. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 310.666.443.965,00
(tiga ratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh enam
juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus
enam puluh lima rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 398.128.352.500,00 (tiga ratus sembilan puluh
delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus
lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)



(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 719.377.979.408,00 (tujuh ratus sembilan belas
miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus
tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 1.151.846.187.540,00 (satu triliun seratus lima puluh
satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus
delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp. 12.036.390.631,00 (dua belas miliar tiga puluh enam
juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh
satu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6  huruf ¢  direncanakan  sebesar
Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.
1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp. 699.957.903.276,00 (enam
ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima
puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh
puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.



(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 759.957.903.276,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan
miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus
tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang berupa

sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya.
(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana

(1)

(2)

(1)

dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah), yang
terdiri atas penyertaan modal daerah;

Pasal 12

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
(defisit) sebesar (Rp 699.957.903.276,00) (minus enam
ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima
puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh
puluh enam rupiah).

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp. 699.957.903.276,00 (enam
ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima
puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh
puluh enam rupiah).

Pasal 13

Dalam keadan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan
cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan
pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.

Lampiran [ Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan  Pemerintahan  Daerah  dan
Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan,;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
Surat Perintah Membayar;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan
Rancangan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Priorotas Plafon Anggaran Sementara dengan
Rancangan APBD;
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9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya  Yang  Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang
Direncanakan;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan

17. Lampiran XVII Sinkronisasi Major Project dengan
Dukungan Program Prioritas Daerah.
Pasal 15
Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam
Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Desember 2022
WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di............



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
Ir. Erna Purnawati

Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 217-8/2022

A BAGIAN
« KERJASAMA

_,_1%;;“'= da Putra, SH.,MH.



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 8
TANGGAL : 20 Desember 2022

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.1.01 Pajak Daerah 5.125.303.235.634
4.1.02 Retribusi Daerah 437.737.274.643
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 222.512.698.894
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 810.360.255.515
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6.595.913.464.686
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.568.523.030.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.440.497.069.513
Jumlah Pendapatan Transfer 4.009.020.099.513
Jumlah Pendapatan Daerah 10.604.933.564.199
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai 2.786.458.797.519
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.444.798.389.433
5.1.05 Belanja Hibah 340.141.820.479
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 103.187.106.000
Jumlah Belanja Operasi 8.674.586.113.431
5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah 310.666.443.965
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 398.128.352.500
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 719.377.979.408
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.151.846.187.540
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.036.390.631
Jumlah Belanja Modal 2.592.055.354.044
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 37.000.000.000
Jumlah Belanja Tidak Terduga 37.000.000.000
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 750.000.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 500.000.000
Jumlah Belanja Transfer 1.250.000.000
Jumlah Belanja Daerah 11.304.891.467.475
SURPLUS / (DEFISIT) (699.957.903.276)
6 Pembiayaan Daerah
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 759.957.903.276
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 759.957.903.276




NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH (Rp)

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.02

Penyertaan Modal Daerah

60.000.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

60.000.000.000

Jumlah Pembiayaan Daerah Neto

699.957.903.276

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

WALIKOTA SURABAYA
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RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN II

NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH

: 20 Desember 2022

BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN
OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7

101 Pendidikan
1.01.0.00.0. Dinas Pendidikan 0 1.954.313.405.141 95.765.128.784 2.050.078.533.925
00.28.0000 ' ' ) ) ) ) ' ) ) ) '

Jumlah Pendidikan V] 1.954.313.405.141 95.765.128.784 2.050.078.533.925
102 Kesehatan
1.02.0.00.0. | .
00.20.0000 Dinas Kesehatan 127.651.539.432 1.323.174.304.292 306.090.487.166 1.629.264.791.458
(1)002900%%8 RSUD Bhakti Dharma Husada 190.946.366.267 239.566.590.307 97.647.577.869 337.214.168.176
éoogooo%%g RSUD dr. Mohamad Soewandhie 292.316.171.975 412.386.795.810 27.289.562.610 439.676.358.420

Jumlah Kesehatan 610.914.077.674 1.975.127.690.409 431.027.627.645 2.406.155.318.054
103 Pekerjaan Umum
(1)003500%%8 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 737.805.597 396.508.975.707 1.155.878.535.828 1.552.387.511.535

Jumlah Pekerjaan Umum 737.805.597 396.508.975.707 1.155.878.535.828 1.552.387.511.535

104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04.1.03.2. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
10.34.0000 | Permukiman serta Pertanahan 198.458.489.923 287.801.099.990 416.266.276.105 704.067.376.095

Jumlah Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

198.458.489.923

287.801.099.990

416.266.276.105

704.067.376.095

105 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

(1)003300%%8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 40.823.631.426 194.494.866 41.018.126.292

%)003600%%8 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 13.000.000 75.791.340.433 37.916.989.311 113.708.329.744

1.05.0.00.0. Satuan Polisi Pamong Praja 0 77.483.854.362 637.528.512 78.121.382.874

00.71.0000 9 Fraj -483.854. .528. .121.382.
Jumlah Ketenteraman, Ketertiban Umum serta 13.000.000 194.098.826.221 38.749.012.689 232.847.838.910

Perlindungan Masyarakat

106 Sosial

1.06.0.00.0. | ~. .

00.35.0000 Dinas Sosial 0 206.525.671.069 346.320.913 206.871.991.982

Jumlah Sosial 0 206.525.671.069 346.320.913 206.871.991.982




BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN
OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7
207 Tenaga Kerja
2.07.3.31.0. | . ) - .
00.36.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6.958.043.183 32.032.868.454 36.884.890 32.069.753.344
Jumlah Tenaga Kerja 6.958.043.183 32.032.868.454 36.884.890 32.069.753.344
208 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.2.14.0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
~an nnnn | Perlindungan Anak serta Pengendalian 0 51.636.680.544 986.523.133 52.623.203.677
00.30.0000
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumiah Pemberdayaan Porempuan dan Perlindungan 0 51.636.680.544 986.523.133 52.623.203.677
209 Pangan
2.09.3.25.3. | . )
57.21.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 700.338.432 59.379.944.972 5.978.500.871 65.358.445.843
Jumlah Pangan 700.338.432 59.379.944.972 5.978.500.871 65.358.445.843
211 Lingkungan Hidup
2.11.0.00.0. | . . )
00.24.0000 Dinas Lingkungan Hidup 103.108.039.792 643.126.963.193 38.074.344.417 681.201.307.610
Jumlah Lingkungan Hidup 103.108.039.792 643.126.963.193 38.074.344.417 681.201.307.610
212 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50%900%%8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 360.000.000 59.262.120.394 412.041.584 59.674.161.978
Jumlah Administrasi Ke';?;‘i‘l’"d“ka“ dan Pencatatan 360.000.000 59.262.120.394 412.041.584 59.674.161.978
215 Perhubungan
2.15.0.00.0. | ~.
00.32.0000 Dinas Perhubungan 81.112.181.095 421.969.592.125 107.461.315.960 529.430.908.085
Jumlah Perhubungan 81.112.181.095 421.969.592.125 107.461.315.960 529.430.908.085
216 Komunikasi & Informatika
2.16.2.21.2. | . . )
Dinas Komunikasi dan Informatika 0 80.845.504.133 22.656.621.085 103.502.125.218
20.22.0000
Jumlah Komunikasi & Informatika 1] 80.845.504.133 22.656.621.085 103.502.125.218
217 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.17.3.30.0. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan

00.23.0000

Perdagangan

2.976.092.991

53.204.101.932

1.520.513.689

54.724.615.621

Jumlah Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.976.092.991

53.204.101.932

1.520.513.689

54.724.615.621

218 Penanaman Modal

2.18.0.00.0. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

00.27.0000 | Terpadu Satu Pintu 0 19.140.901.114 0 19.140.901.114
Jumlah Penanaman Modal 1] 19.140.901.114 1] 19.140.901.114

222 Kebudayaan




KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANIA
OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER JUMLAH BELANJA
1 2 3 a 5 6 7 8=4+5+6+7
222283 E;r;?S’éffa”gz‘r’iiﬂgét';epem”daa” dan Olah 6.622.290.000 172.148.227.447 56.126.275.504 0 0 228.274.502.951
Jumlah Kebudayaan 6.622.290.000 172.148.227.447 56.126.275.504 0 0 228.274.502.951
223 Perpustakaan
2:23.2.24.0- | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 37.167.204.323 1.641.339.023 0 0 38.808.543.346
Jumlah Perpustakaan 0 37.167.204.323 1.641.339.023 0 0 38.808.543.346
401 Sekretariat Daerah
a:01:0-90:0: | sekretariat Daerah 0 336.229.430.854 28.213.337.048 0 0 364.442.767.902
Jumlah Sekretariat Daerah 0 336.229.430.854 28.213.337.048 0 0 364.442.767.902
402 Sekretariat DPRD
4.02.0.00.0. f 5o otariat DPRD 0 244.172.551.788 1.576.615.588 0 0 245.749.167.376
00.72.0000
Jumlah Sekretariat DPRD 0 244.172.551.788 1.576.615.588 0 0 245.749.167.376
501 Perencanaan Pembangunan
3693'55.6%568' E:g:lri‘tizer’]rzgf‘aB:sgeﬁga‘;lgn”"a” Daerah, 0 36.208.929.927 188.923.015 0 0 36.397.852.942
Jumlah Perencanaan Pembangunan (V] 36.208.929.927 188.923.015 (V] 0 36.397.852.942
502 Keuangan
0029000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.456.118.970.963 78.487.203.364 1.537.964.040 37.000.000.000 1.250.000.000 118.275.167.404
300%00%%8 Badan Pendapatan Daerah 5.136.854.234.549 66.184.077.224 4.918.095.384 0 0 71.102.172.608
Jumlah Keuangan 9.592.973.205.512 144.671.280.588 6.456.059.424 37.000.000.000 1.250.000.000 189.377.340.012
503 Kepegawaian
2:03:.04.0. gﬁgft;‘ef%zey%an’gfg‘sga“ Pengembangan 0 30.137.860.921 191.100.426 0 0 30.328.961.347
Jumlah Kepegawaian 0 30.137.860.921 191.100.426 0 0 30.328.961.347
6 01 Inspektorat
869;0_6%%8' Inspektorat 0 25.624.038.686 176.470.192 0 0 25.800.508.878
Jumlah Inspektorat 0 25.624.038.686 176.470.192 0 0 25.800.508.878
7 01 Kecamatan
7:01.0-00-0- | kec. Asemrowo 0 24.271.192.241 4.207.685.564 0 0 28.478.877.805
J019-09:0 | kec. Benowo 0 30.081.361.045 3.742.213.811 0 0 33.823.574.856
7929000 | kec. Bubutan 0 38.925.395.698 5.016.584.039 0 0 43.941.979.737
7:01.0.00.0. f 00 pyjak 0 27.246.318.309 7.661.565.269 0 0 34.907.883.578

00.41.0000




KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANIA
OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER JUMLAH BELANJA
1 2 3 a 5 6 7 8=4+5+6+7
7929000 [ kec. Dukuh Pakis 29.182.541.449 4.268.571.666 33.451.113.115
300‘11300%%8 Kec. Gayungan 27.793.502.756 7.371.464.498 35.164.967.254
000" | Kec. Genteng 37.710.249.825 4.251.853.656 41.962.103.481
019000 | Kec. Gubeng 43.065.839.845 8.244.078.017 51.309.917.862
7:07.0-00-0: | Kec. Gunung Anyar 31.863.498.763 1.741.533.214 33.605.031.977
7070000 | Kec. Jambangan 29.577.849.618 6.530.383.780 36.108.233.398
369411596%%8' Kec. Karangpilang 29.688.428.551 5.121.316.764 34.809.745.315
300‘11900%%8 Kec. Kenjeran 32.823.569.421 8.883.210.251 41.706.779.672
JL 0" | Kec. Krembangan 38.398.457.965 5.440.311.335 43.838.769.300
010000 | Kec. Lakarsantri 37.784.981.451 7.969.577.488 45.754.558.939
791.0-9%-9- | Kec. Mulyorejo 45.300.535.229 2.783.732.928 48.084.268.157
7:01.0-00-0- | kec. Pabean Cantian 37.601.046.134 3.934.790.463 41.535.836.597
719000  kec. Pakal 31.557.319.997 5.640.322.278 37.197.642.275
7910000 [ kec. Rungkut 49.133.600.347 1.094.232.146 50.227.832.493
L0 000" | Kec. Sambikerep 27.327.902.497 7.098.117.538 34.426.020.035
910009 | Kec. Sawahan 49.476.231.403 5.046.061.035 54.522.292.438
7910900 | Kec. Semampir 41.981.821.324 8.443.383.646 50.425.204.970
7010000 | Kec. Simokerto 37.265.460.534 4.025.084.162 41.290.544.696
7010000 [ kec. sukolilo 45.622.514.295 11.110.221.257 56.732.735.552
7910000 [ kec. sukomanunggal 38.829.197.931 8.182.597.675 47.011.795.606
L e | Kec. Tambaksari 60.258.681.475 10.186.986.500 70.445.667.975
7010000 | Kec. Tandes 41.486.818.420 7.916.419.256 49.403.237.676
7010000 | Kec. Tegalsari 39.216.251.299 4.134.086.465 43.350.337.764
7:01.0.00.0. | o . enggilis Mejoyo 27.065.232.747 6.843.248.299 33.908.481.046

00.65.0000




BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN
OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7
7.01.0.00.0. )
00.66.0000 Kec. Wiyung 0 25.765.878.098 7.427.218.893 0 0 33.193.096.991
7.01.0.00.0.
00.67.0000 Kec. Wonocolo 0 36.785.638.312 4.037.230.862 0 0 40.822.869.174
7:01.0.00.0. f o \yonokromo 0 52.231.195.721 3.810.669.747 0 0 56.041.865.468
00.68.0000 ) ) ) ) ’ ’ ) ’ ) )
Jumlah Kecamatan 1] 1.145.318.512.700 182.164.752.502 1] 1] 1.327.483.265.202
8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
gooézoo%%g Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 67.933.730.799 160.833.729 0 0 68.094.564.528
Jumlah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri -
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan (V] 67.933.730.799 160.833.729 (V] 0 68.094.564.528
Masyarakat
Jumlah 10.604.933.564.199 8.674.586.113.431 2.592.055.354.044 37.000.000.000 1.250.000.000| 11.304.891.467.475

ttd.

ERI CAHYADI
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